PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINCGZAT II MAGELANG

PERATURAN DaERAM KOTAMAOYA DARRAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

CTZIN UBARA ANGKUTARN
DT WILAYAH KOTAMADYA DAZRAH TINGKAT 11 MAGELANG

ANGAN PARMAT TUMEN YANG MaHa ESA

WALIKOTAMADYS KERALA DAERAH TINGHKAT II1 MAGELANG

ng oA, baoku eratupan Daenas Xobsradva Daecrah Tingkat IT
1 0

Mrisimng Nomor ¢ Tehdn A985 tentans Pemberian Izin
nmndir‘uan P":uﬂmudan Pengangrutan L1 Wilavah Kota-
madva Daorah Tinckas 1 Magelang sudah tidak sesual
Tasd ﬁu|1umyﬂ perlu digantl ;

Y=
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balhws untuk maksud Sersebut wiatas, divandang perlu
menyusua dan menetaskan Peraturan Daerah Kotamadya
Daarah Tingkat I. Magelang tentang Tzin Usaha
angkutan [i Wilayas Kotamadva Daerah Tingkat I1I
Mg T ai s

senbukan Dacrah~dasrah Koka Kecil dalam Lingkungan

gat 1. Undang -~ undang Nomo~ 17 Tahun 1950 tenteng Pem-
: Iz
\f-
Peroininsi Jawa Timur, Jawg Tengah dan Jawa Barat

-
L

wdang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokal~
okak Pererintahan di Jaerah ( Lembaran N=gara
spuilik Indonesia Tahun L1974 Nomor 38, Tambahan

Lembaran Negara Republis ITndonesia Nomor J037 )
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3
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3. Undang -~ undang Namos & Tahun 1928)L tartang Hukum
Acare 2idana ( Lembaran Megara Republik Indonesia
vahua 1928) Nﬁmnr 76 . Tambahan Lembaran Negara
Republil Indonesia Noror 3209):

4. Undens - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkular Jalan (Lembaran Negara Tahun

1997 Nomor 4%, Temsahan Lembaran Negara RepubliK
Indonesia Nomor 3480 );

5. Peraturan Pemerinteh Nomor 22 Tahun 19290 ftentang

r:,-“/ng".“!,_”! -r.*,;g_c?m- Lrusan RPamerincah dalam E'-;idang
LWJH Lintas dan Angkutan 2alen Kepada Dasrah Tingkat

den Daerabh Tinsgkae 7 ( | embarar Negara Republik
adonasia Taon 1930 Home: 26, Toombahan Lembaran
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DJengan Persetulusn Dogalh Ferwakilan RakKvat Caerah i"otamadya  Daen
Tingkat II Magelang |

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KITAMADYA  UAERAH T INGKATY

Dalam Peraturan Dasrah ini vang dimaksug dengan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 +ants
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik ge
pada Daerah Tingkat II '( Lembaran MNegara Repub)
Indonesic Tahun 1992 woomor 77 . Tambahan Lemba
Negara Republik Indonesia Nomor 3487 .

7. Reracuran Femerintah Nomor 4L Tahun 1993 tept
Anglutan Jalan ( Lembaran Neoara Republik TIndonesd
Tahun 19293 Nomor 59, Tarbanan Lembaran Negy
Republik Indonesia Nomor 3527 J: :

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tenta
Rendaraan Dan Pengemudi ( Lembaran NMegara Republ
Indonesia Tahun 1993 itomor 44 1ambahan l.emban
Negara Republik Indonesia Nomor 3I53C ).

?. Keputusan Menteri Dalam Neceri Nomor 61 Tahun 194

Lwo BN
tentang Pedoman Organis a8l dan Tata nerja Dipas L
Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat T dan Dig

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ode: h Tingkat II;

>
} L0, Keputusan Menteri Perhubungan Homor XM 48 Tahun 18

tentana Penyvelenggaraan Angkuban Orang di Jal
dengan Kendaraar Umum.

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor “M 69 Tahun 19
tenlz2ms Penvelrragarasi Rngkutdn_ﬁarang bl dEER.

: e 5 VL T 15 O 6
MAGELANG  TEMTANG TZIN USAHA ANGKUTAN

BAE
KETENTUSS UMUM

Pasal

-

1

Dasrah adalah Kotamadya Daerah Tigkat IT taaslang :
RPemerintah Daerah adalah Pemerimah Kotamadya DRaerah Tingkat!
Magelang : !

Likotamadya Kepals Daerah adaah Walikotamadyva Kepala Dae
ingkat II1 Magelang

]

0 J |, < B | .lel Cinas Lalu Lirmas dan angkubtan Jalan Xota
Daerah Tinc 'I t Il Magelang :

2

Aangkutarn adaianh pemindahar orang dan etzu barang dari saty tex
Ke tempat lein dengan MRnYgUnNaKd Kendaraan; '

Kendaraan adalah swatuy st varo danst argat ek o« caalan,
Kendaraan bermotor atay kendaram tidais bermoto:r -

3 Kendaraan g

i




5

£ Kendara:.n
ﬁpera]atan Eesnik
Kenodraarv
e untulk dipe:

Umum
qunakar

1

Rangkutan umum :

L3
3

¥ kendairaan
k. baranc

,?Hobil pPenJIRa
‘ lenjhapi
- termasu

umum i

Ny
k tempat
r?ﬁpungut bavaran ;

»“hobll bus adalah s

sdari 8 (delapan)
£ pengemudi. bailk
bagaﬁl -

-‘f-.

~Hob11 Larang

Dermctorr

adalah

¥ [zin Usaha anakutan ada’ah Izin vang diberikan

L
sebhanyak—
Judul

,lmmkapﬂn panganghkutan bacasi yvang dipergunakan oleh

adcalah

acalah kendaraan

yang d;ﬁerakkan oleh -

vang berada pada knndaraan (4] 11

setiap Kendaraan bermotor vang. dl“@dlakan
oleh umumn dengan dlhﬂﬂﬂUt bavaran ;

¥ Pengusaha  penganckutan adalah seseorang atau badan hukum yang
;bmxmm1%111 d1 Daerah wvang melakukan kegilatan menvediakan

jasa

untuk mengusahakan .

jalan bailk angkutan penumpang dan atau angkutan

adalah setiap
banyvaknyva 8

kendaraan
(delapan)
pengemudi, baik

bermotor vang di-
tenpat duduk , tidak,
dengan maupun tanpa per=
umum dengan

vang dilengkapi lebih
, tidak Ttermasuk tempat duduk
tanpa perlengkapan pengangkutan

etiap kendaraan barmotor
tempat duduk
dengan maupun

setiap kKendarazn bermotor selain sepeda

% bermot.or mok-11 sanumpang , mokil Zus dan Kendarzan Khusus ;

B3

1 BAL. T1 A
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YAKSUD DAN TUSUSN

‘&L Pasal 2

FHHmmeriKﬂn dﬂﬁﬂr hukun bagi pelaksanaan pemberian izin wusaha .
¥ angkutan agar sssual dergan Ketentuan vang berlaku.

¢

J. Hemberikan dasar hukun  baai  pembangunan, pengelolaan dan
oL pRNgAaMARsAan neaha  anakuzan agar palaksanaannva dapat berjalan
- dengan lancar dan terkendall. :

|

k| BAR TIX : o

3 ANGHUTAR DRANG DAN BARANG

—r ! ; '

- Bagian Pertama

' . —uy L A

ﬁ AMGEUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

I PRasal 3

Pmmanﬂkurnn Oren: 3
o MPJH mobil Luws

Penaangkutan
¥ dalam Pasal & Fere

E'a. - Trayek tetap
b, Tidak dalam

ata

Arang
!ufﬂn Dﬁernh vy

Aan

Traye

daengan tendaraan

umum dilakukan dengan menggu-
v mebil penunpandg

Fasal 4

,I_,.. ,,l. - L Py
QA8 NIQE ‘(ﬂh‘irx sSaebha

CAAN UMY
dilavani

S lmana dlmak¢ud
donJa. C
Toreut. apan

"

Rag :lan Kedua

N



—

— L)

(:2)

i(4)

A%

(2)

(3)

(1)

- Pengangkutan barang dengan: sepeda motor ‘sebageimana  dimaksl

£l tinggi muata~. tidak malnbihic 9o millimeter cari atas teﬂ

Fagian Kedua

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5 J
;'

Pengangakutan barang dengan kendaraar permotor pada dasary
dilakukan dengan menggUHdhan mobil barang.

Pengangkutan barang : nb4~n1mnnd dimaksud dalam aveat: (1) asal !
terdirl dari '
a. barang umum; 2 %
b. karang berbahava, barana Khusus, petili Xemas dan alat bcrat?

. l'
Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Parsal I
dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penunpa
dan mobil bus denzan Ketentuan jumlah bareng vang diangkut tidg
malebihi dava anakut tvpe kwnuﬂ"nnnnva-

-0

-
1

dalam 1ya* (3) Pasal ini harus memenuhi persvaratan : k|

‘ S i .
a. mempunvai ~uang muatin bdrhng dengan lryar t.idak melebil
stang kKemudl ; 4
duduk a0

Nasal &
Penganagkutan bahan berbahava diklasifiasidan. manjadi pengang

kKutan bahan : . : k-
a. mudah melsedak; , B !

b. gas mampat, ges cair, gas terlarub pada tokaran atau pending
tertentu; : 3
C. cairan mudah menvala; 3

d. padatan mudah menvala; . 3
e. eksidator, peroksida organik; 2
f. racun dan bahan mudah menular:

g. radio aktif:

h.: korosif:

1. berbahava lalnnvea.

Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahayva harus : -
a. memenuhi paersyaratan <eselamatar sesual sitat Lahan berbahyg

vang diangkut; B
b. diberi tanda - tanda tertentu sesual bahan berpahayva vang dy
. anglkut .

Pengemudi dan pembantu pengemudi iendaraan Lernicor  pengangkil

~bahan berbahayva, harus memiliki kuaglifikasi terteatu sesuai sifig

bahan berbahava vang diangkut. 3

Pasal 7

Rengangkutan barang khusus diklasifikasikan atas £

g
a. paenganakutan barang curah: \
B. pengarakutsn barang cair: ;

G. pengangikutan barang yvang membutuh<an fasil!tas »endingin;
d. pengangkutan “unbuh-tmbuhan dan sewan | dup s
2. pengangkukban barans KEusus 1a1n!ya_
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(2) 2engangkutan .....q
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U

harus:
b

a. memenuhi persyaraton muatan dan pembonakararn untuk menjamin

e

b Keselamatan barang vang diangkut dan pemakal jalan laing
b, mengaunakan kendarzan bermotor yand memenuhl persyaratan
f peruntulkan sesuai Jjenis barang kKhusus vang diangkui .

FPasal & !

“Pengangkutan peti kemas dilakuken dengan menggunakan kKendaraan
bermotor kKhusus a:skutan peti <emas. -

Pengangkutan peti Kemas seb&gaimana dimaksud dalam avat (1)
_Pasal ini harus :

ca. melalui lintas vang ditetarkan untuk anqkur.n peti kKemas;

b, memparhatikan persyaratan <@selamatan muatan;

S c. parkir dan bonakar muat pada tempat-~tempat vang ditetapkan.

FPasil <

. .

Penganglkutan wlat berat diklesitikasikan atas -
51

a. alat .bar-at hnrnna sifainva tidak dapat dipec ecahkan se-
hindga Dobnn L2l atd muetan sumnuy terberat .
h. alaw azral rdug Larensd aimensinve woeiabih! ukuran maksimum

vang telsin Dgtcaycnsan.

Panganykutar alat bHerat sebagimana dimaksud dalam avat (1) Pasal
ini harus menenuhl persyaratar :

a. cara pemuatan dilakukan {engan balk agar alat berat wvang
diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangku-
tan:

b, pemuatan dan pempongkaran allakukan dengan alat tﬂrtﬁntu-

c. menvalakan lampu lsvaratbt bewarna kuning selama p@r1a1anan'

d. waktu pshaopzrazian kendaran bermotor.

BAat TV
TEIN USeHa ANGKUTAR
Pasi. 10

Kegiastan usaha angkutan dan/atou églkutan barang denaan kendaraan
umum dilakukan oleh : :

A ladan WUaosha Milik Negara atal Badan Usaha Milik Daﬂrah b
b. Badan Ll e b i3 lir Swasta f‘l:’Ld}ndl 5

(o Koperasi ;

d. . Perorangan Woarga Negara Indomsia .

Fasal U
I
Untuk dapat melekukan usaba angrkutgn sebagaimana dimaksud. dalam
asal 10 Pesaturan Daeran ini , wWajib memiliki izin u¢aha
angkutan. S

(2)Uzahalues

L

“Pengangkutan Khusus sebagaimana dimaksud- ayat (1) Pasal ini fin




 |(.2)

&)

'(d)

(&)

163

if

~a. memiliki

sebagaimana dimaksud dalsm ayvalt (1) F'asdl S

Usaha angkutan sebaqdlmana dimaksud dﬂld"‘ avat (1) Pasal |
~terdiri dari :

a. Usaha angkutan orang dengan kendardaan %@Qm:
b. Usaha angkutan berang dengan kendairaan sermovor,

Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dotam avat (1) pasal b
diberikan oleh Walikotamadya Kepal  Daerah.

Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud delam avat (1) pasal i
diberikan secara hkeseluruhan dan tidak dif:eri<an Kepa.la masin
masing kKendaraan.

Tzin usaha angkutan zebagaimana Jimaksud dalam avat (15 Pasal i
diberikan untuk Jjangka waktu selama perusahaan yang bersangkut
masih menjalankan usahanva.

Ketentuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam avat (!
Pasal ini. tidak berlaku untuk:

a. perusahaan biro perjalanan umum untuk
usahanva:

b. perusahaan vang melaksanakan kegiatan ponqanakutan orang sak
dengan mobil ambulans: |
¢. Kegiatan pengangkutan jenazah d*ngan mop~ 1

L j*mjzah-
d. Kegiatan an"% mal o vana  bersitat untuk e luvanan | Kemasyi
rakatan.

menunjang kKeglata

PERSYARATAN TZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 12¢
Untuk memperoleh usaha angkutan sebagaimana dimaksud dala

izi
Pasal 11 avat (1) Peraturtin Daersgh ini , wajib dipenuhi -pet
svaratan : 4 ”

AkKte Pendirian Perusahaan bagl pemohon yang berbeMu

badan usaha sebagaimana dimaksod dalam Fasal 10 huruf a danb
akte pendirian koperasi bagl pehnohon sebagaimana dimakse
dalam Pasal 10 huruf c dan tanda Jati dirl bagi pesmohon sebt
gaimana dimaksud dalam Pasal 10 huraf d:

E. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (MFWR);

c. mamiliki surat keterangan domisill berusaihaan:

d. memiliki Surat 1zin Tempat Usaha (SITV); :

e . pernvataan kesanggoupan unturk memiliki atsau mernguasal sekurang
Kurangnya 5 (Jima) kKendaraan umum sesual dengan pﬁrun*ukamm
vang memenuhi persyvaratan teknis dan laik Jﬂkh”

f. pernvataan untuk menvediakan fasilitas menyvimpan Henimuu

Vbermot@r-

-

Pasal 13 4

4
Pemohon izin usaha angkutan sebagaimana dingksud dalam Pasal |
avat (1) Peraturan Daerah ini diajukan kepads Walikotanady
Kepdla Daerah melalwi Kepsla DLLAJ. ' o
g o |
Kenala Daerd)
Py G £ Lo (1 =
8. memenuhi persyasatain sebagaimana dinaisud da;a:'ﬂa\nT 152

b. travek atau wilasvah coperasi vang aken dilavani masih torbum1

Tzin usaha araikutan diberikan oleh Walilketamadys

[

m«

(3) P4roebujuan .....q

i




Persetujuan aztau penolakan! atas permohonan izin $Obaga1mana¢
dinaksud dalam avat (i) Pasal ini diberikan dalam jangka waktu-
He (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara

;zin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam avat Gl
2 ini memerlukan kKelengkapan izin dari instdansi lain berda-
garkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka halikotad"
iadya Kepala Daerah dapait menangguhkan- Keputusan 1zin usaha"
jnmﬂtnn sampal dengan izin dimaksud diberikan.

. 1m1akan permohoran 1zin usaha angkutar sebagaimana dimaksud
gayat (3) Pasal ini , diberikan secara tertulis disertal alasan -

BAB VI

KEWAJTIEAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 14

“nngln usaha angkutan diwajibkan
}anIiKi dan ara manguasal temniit penvimnanan Xendaraan (pool
p- kendaraan) - '

g bulan 5ﬂjﬂk Ui.nrnL“Hmnnyu izin usabha angkutan

i melaporkan kegilatan usahaova secara tertul’s setiap tahun Kepada
i Wal ikotamadya Kepele Dacrah melalul. DLLATY -

k: : b Sl _
tpentaati Ketentusn wajib Kirlman pos dan dana pertanggungan.
wajilb Kecelakaan wenumpang serta mentaati semua peraturan
“perundang-undangan  vang berlaku  yang berkaitan dengan bidang
tmaha pengangkutan

mlapnrkan kepada Walikotamadva Kepala Daerah melalui DLLAJ
- apabila tnrjaﬁi norubahan Kepemilikan perusahaan atau domisili
_perusahas o

A VII

e _.—a,,—:;-mmm

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN
sal 15

DLLAJ waiib menyve.enggarakan saistem informasi manajemen per-
izinan dari izin usaha angkutan ;

SRR NI U W
4

‘,

| sistem informasi manajemen perizinan sebagalmana dimaksud ayat
% (1) Pasal ini merupakan suatu Keslatan pengumpulan dan pengolahan
fdata perizinan angkitan dari laporan vang disampaikan oleh peme-
¢ gang izin us ﬂh" angkutan yang dapat dipergunakan sebagail bahan
Vpertimbangar untuk perencanaan anrgkutan ., pengawasan dan
i pengendalian perusahaan angkutan Vi

.

i

3

: :
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Fejabalt Pegawail Negeri 8ipil tertantu i lingku Ngan Pemeri {
Daerah diberi wewenang kKhusus sebagal penyvidik untuk melak
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimakzud dalam nelang-und
Nomor & Tahun 1981l tentang Hukum Acara Pildana

Wewenang Penhvidik sebagaimans dimaksud poda avat (1) Pasal®
adalah

G

b.

Lddentitas orang dan . atau dokumen s:bagaimana dimaksud,
huruf e ; .

berkenaan dengan tindak pidana ;'

- melakukan pengaeledahan untuk mendeatkan barana bukti e

‘meminta . bantuan tenaga ahli  dalam ringka pelaksanaan /'ty

sebagal tersangka atau zaksi ;

BaE VITI

PENYIDTKAN

Pasal L&

-\

menerima. mencari. mengumpulkan dan menelitid kKeterangan aj
laporan bearkenaan dengan tindak pidana agar Keterangan ah
lapeoran tersebut menjadi lengkap -dan Jelas

A a

pribadi atau puadan hukun- tentang kKebenarar perbuatan vang dig
kukan sehubunor » cdanzuan Linadsk nidana
meminta Keterangan dan barang bufti dari orang pribadi
badan hulkum sehubungar dengan tindak pidana

-
v

meneriksa Duku-buku, catatan-catazan dan dokumen—doiumer 1§

kuan, pencatatan dan dokumen~dokumen lain, serta melakuld
penyitaan terhadap barang bukti tersesut; \

panvidikan tindak pidana

-
»

menyuruh barhenti melarang seseorang [eninggalkan ruangan 2

Y

tenmat pada saat pemariksaan sedang lerlangsung dan memeri

memotret seseorang vang berkaitan lengan tindak pidaisa’

L

menghentikan penyidikan ;-

4 :
melakuikan tindakan 1 ain VANG el e ante ke lrﬁl ne-Lran Df:.‘DYid
tindak pidana monurat buium yany dasst Qipertanc iung jawabkag

YI

<3 e X
w5 Penyidik




— l, et
b o™ o,

[Penyidik sebagaimanra dimaksud pada ayvat (1) Pasal ini memberitahu-

_hn dinulainyva pervidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya.

_ﬂbmm.nanuntut umum, sesual dengan Ketentuan yang diatur dalam 5
ndang-undarc Noncr 8 Tahun 1981 tentang Huhum Acara Pildana., ) '.ff

K BAB IX - . MR
k. ~ KETENTUAN PIDANA :

_-7").' . . . - pasal. 17 y . . ’ e ';,_ o -\-:;
.‘:“l 2 . : % . = i
Jzin usaha angkutan dicabut apabila : : WA
'{ Perusahaan angkutan melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud' o
£ dalam Pasal 10. . i A
bLPeru sahaan angkutan tidak melakukan Kﬂ@latan usaha angkutan. s

Pencabutan izin ucaha - sebacaimana dimaksud avat (1) Pasalfihi’f__
duakukan malalul »roses pe rlnﬁatan tertulis sebanyak tiga _Kallg
\-rturut turut dengan tenggang waktu mAxlng masing satu bulan.

-wb1La porlnqard sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini- tidak :
dHndahLan dnlanluf\nn dengan pembekuan izin us aha anqkutan untuk""
i}ngkaluakfu satu bulan.

%Ika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat: (3) .
fﬁﬁu,ini habis Jjancka waktunva dan tidak ada usaha perbaikan,
;}hyuﬁaha angkutan dicabut. ey

asuf 12

f'.'z':in'u:?,ahc:-l angkutan dapat dicabut :anpé melalui proses peringatan.
fan  pembelkuan izin, dalam hal perysahaan angkutan yang bersang-
futan - | : ‘ i
i.melakuhan kegiatan vang membahavg<an Keamanan hedaras;.

. memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Elarang siapa vang medﬂSdnaKan kegiastan usaha angkutan dan melang-

foir’ ketontuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 16 dan
Epasal 17 Peraturan Laerah ini ., diancam dengan pidana kKurungan

selama - lamanya 3 (tiga) bulan atsu denda setinggi-tingginya
lb.S0.000,“ ( lima puluh ribu rupiah }.

(8

B AR X A




' BAK X 5 e
KETENTLUAN PENLITLIR
FPasal 20
Hal-hal vana belum diatur dalam Peratmmran Dasrah ini ; sepum;

mengenal  fteknis pelaksahsannva diatur 1ebih Tanjut deng
"Kepurusan Walikotamadya Kepala Laesrah

e
AN

Fl MSMA '[ '? 1.

Denaan berlakunya Feraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerd
Kotamadwva Daserah Tingkat II Mﬂdsﬂ.ﬁc_mg Namair & Tabun 1985 ten
Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Wihf
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PENJELASAN ATAS
FERATURAN DAERAF KOTAMADYA DAERAH TIMGKAT II MAGELANG
NDHOR- IRNNEHUN 1958
TENTANMG

TZIN USAHA ANGKLITAN
PDT WILAYAH KOTASMADYA DAERAM TIMGKAT IT MAGELANG

MNIELASAN  LIMUIM

Regiatan usaha angkutan merupakan salah satu sarana untuk
mingndtgﬂn perekononran rakvat ., kKarena akan mampu memperlancar
stribusi barai.g dan jasa vang dibutuhkan masvarakat ., baik
Jam wilavah Xeotamadva Daerah Tingkat II Magelang maupun Daerah
L - ?

Dalam rangka m&nciptﬁfan keseimbangan -antara penawaran dan
rmintaar Jasa angkutan umum, maka perlu diadakan pembinaan dan
wnertiban usaha angkutan di wilavah Kotamadva Daerah Tingkat II
qelang vailtu dengan diselenggarakan izin usaha angkutan.

Izin usaha . angkutan dibkerlakukan untuk seluruh usaha
magangkutan dengan sendaraan wmuws dan ditujukan untul meningkat-
in kKualitas pelavaran pengangkutan . '

Se¢ hubrungan Jdengan hal versebult dan Karena Peraturan Daerah

mor 9 Tahun 19285 Lentang Pemberian Izin Mendirikan Perusahaan

ngangkutan 0 Wilavah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang
dah tidak sesuai lagil sehingaa perlu diganti dan dituanakan
dam Peraturan Daerah. ;

LIELASAN PASAL. DEMIY PASAL

.al i , - Pasal ini memuat pengertian istilah

vang dipergunakan dalam Peraturan

Daerah ini.: - Dengan adanya pengertian .

istilah tersebut dimaksud untuk
mencggah timbulnya salah tafsir dan

salah pengertian dalam memahami dan .

melaksanakan - pasal-pasal vyang ber-
sangkutan sehingga baik warga masya-
rakat maupun aparatur dalam menjalan—

K in pak dan kewajiban dapat berjalan.

dengan lancar .

al 2 s/d 3 : Cukup Jelas.
al 4 : Trayek ftetap dan fteratur. adalah

pelavanan angkutan vang dilakukan
dgalam Jaringan- trayek secara tetap
dan teratur , dengin Jadwal tetap
dtau tidak terjadwal. :

al a/fd 22 = Lukup jelas .

in

T T RINTe. TS L

T

s orn

e

& st w——
-

s

e

AT




